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PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, N.l.K. 1472011811810021, tempat tanggal lahir Selat Panjang, 18
November 1981 (42 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma lll,
pekerjaan Cuci Karpet, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi
Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: yudiannurmansyah73@gmail.com selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON;
Lawan

TERMOHON, N.I.K. 1472014805820061, tempat tanggal lahir Dumai, 08 Mei
1982 (41 tahun), agama Islam, Pendidikan Diploma |, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi
Riau, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06
Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil
sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada
tanggal 22 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, dengan bukti Kutipan
Akta Nikah No. XXXX/64/111/2010, tertanggal 22 Maret 2010;
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2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon
berstatus Gadis;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula
bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Dumai,
Provinsi Riau, hingga akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
yang bernama:

a. Pertama, NIK 1472010409110003, Lahir di Dumai, 04 September 2011
(12 tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;

b. Kedua, NIK 1472071006130004, Lahir di Dumai, 10 Juni 2013 (10
tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SD/Sederajat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April tahun
2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk
diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:

a. usaha yang dijalani oleh Pemohon mengalami kebangkrutan, sehingga
perekonomian keluarga Pemohon menurun;
b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di bulan
Oktober tahun 2023, dikarenakan Termohon cemburu karena Pemohon
menyimpan nomor Perempuan, yang mana itu adalah rekan kerja Pemohon
dan sebelumnya Pemohon sudah meminta izin untuk menyimpan nomor
Perempuan tersebut. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut
Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2023,
Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena diusir oleh
Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun
tidak menemukan solusi terkait permasalah yang dihadapi oleh Pemohon
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dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cendrung memilih untuk
berpisah/bercerai;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga
yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan
hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang
seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon
tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum., Tanggal 08 Desember 2023, dan
14 Desember 2023 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat
dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan
memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali
membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak
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berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim
sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun
Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi,
sebagai berikut:

I. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/64/I11/2010 Tanggal 22 Maret
2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah KUA Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau, telah
bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P

dan diparaf;

[I. Bukti Saksi
1. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah ayah kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan
suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2010
yang lalu;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun lagi karena Saksi sebagi orang tua Pemohon
melihat langsung dan juga mendapat cerita dari Pemohon bahwa
antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:

1. Semenjak usaha dagang Pemohon mengalami menurun/bangkrut,
kebutuhan Termohon selalu merasa kekurangan, kebiasaan
buruknya tidak mau memahami keadaan Pemohon dan tidak mau
berubah sehingga sering terjadi pertengkaran sampai termohon
mengusir Pemohon;

2. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik

dan tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon kini Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman

Bersama,;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
HONORER, tempat tinggal di Kecamatan Dumai Barat Kota, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi
adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan
suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2010

yang lalu;
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- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman orang tua Termohon di Kota Dumai, Provinsi Riau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan
harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak rukun lagi karena Saksi sering mendapat cerita dari
Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi penyebab dari perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:

1. Semenjak usaha dagang Pemohon mengalami menurun/bangkrut,
kebutuhan Termohon selalu merasa kekurangan, kebiasaan
buruknya tidak mau memahami keadaan Pemohon dan tidak mau
berubah sehingga sering terjadi pertengkaran sampai Pemohon
pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena diusir oleh
Termohon;

2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;

3. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik
dan tidak saling memedulikan lagi;

- Bahwa Sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon kini Pemohon dan Termohon sudah
berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman
Bersama;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah

diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir
yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon diberi

putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai
yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut
hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang
terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan
telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh
karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang
jelas sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan
dalil tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon
dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu,
berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan
mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap

Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan
ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan
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Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir
di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu
dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah
berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu
Termohon pulang untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg,
Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan
serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh
kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang
diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22
Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
tentang pernikahan dan alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan
bukti surat bukti bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tersebut merupakan fotokopi
akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg.,
bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P sebagai bukti (akta)
autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti
antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah
menurut hukum dan agama islam, belum pernah bercerai secara resmi,

sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/legal standing untuk
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bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah
disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi
Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171
ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan masing—-masing saksi Pemohon
tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya dan telah saling
bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, maka Majelis Hakim
menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti
saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907
dan 1908 KUHPerdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta
menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal vyang telah
dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan
menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati
Pemohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;

- Bahwa setidaknya sejak 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, sejak itu pula, Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah, dan
Pemohon tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat,
Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan dan alasan perceraian
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1991/Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah
cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan
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Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian,
permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
237/K/IAG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup
berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak
tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain
merupakan fakta yang cukup. Dengan demikian telah sesuai pula dengan
alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab
perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai
rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila
perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan,
baik bagi Pemohon, Termohon, maupun keluarga kedua belah pihak, sehingga
tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum
Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan
dari Kitab Fighus Sunnah Juz II, halaman 290, yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

O sodial) a0 dae 3lay Y Laa 2101 OS5 53l el sl A gl Ay oalal sl ) e i 14
Al Al ik Lgin 3baYl e (oald) jae 5 Legllial
Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon (istri) atau Termohon telah memberikan pengakuan,

sedangkan hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu ketidakmampuan

kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim
tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh
memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh
orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan
ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah
hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran
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semua dalil-dalil gugatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam
kitab Ahkamul Qur’an, juz Il hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim yang berbunyi:

Al Ga Y oAl sed camy ali cpaliall &S e WS ) ed e

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam
persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat
dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas,
maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan
ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Laila Nofera Bakar, S.Ag.,
M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj., Yusnimar, M.H. dan Husnimar, S.Ag.,
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M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Helmi Cendra, S.Ag., M.H
sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa

hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota |, Hakim Anggota |,
dto dto
Dra. Hj., Yusnimar, M.H. Husnimar, S.Ag., M.H
Panitera,
dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan :  Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi :  Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH :  Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)
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